
Menimbang

NOMOR
LAMPIRAN

BUPATI  CIREBON
PROVINSI JAWA  BARAT

KEPUTUSAN  BUPATI  CIREBON

:  000.7.6.1/Kep. 59®  -DISPERDAGIN/2024
:  1  (salu)  Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  PENYUSUNAN  RENCANA  STRATEGIS
DINAS  PERDAGANGAN  DAN  PERINDUSTRIAN

KABUPATEN  CIREBON TAHUN  2025-2026

BUPATI  CIREBON,

:   a.     bahwa untuk mewujudkan pembangunan dacrah  yang

terarah,      terukur,      dan      bc`rkclanjutan      diperlukan

penyusunan  dokumen   rencana  pembangunan  daerah

yang sinergis,  selaras dan  terpadu antara perencanaan

pembangunan  nasional,   provinsi,  daerah  dan  dengan
kabupaten/kota .vang berbatasan;

b.     bahwa    Rencana     Pembangunan    Jangka    Menengah

Daerah  Kabupaten  Cirebon  berakhir  pada  tahun  2024

bersamaan  dengan  berakhirnya  masa  jabatan  Bupati

dan    Wakil    Bupati    Cirebon    periodc,`    2019-2024    dan

pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Cireb()n  yang  baru
akan  dilaksanakan  secara  serentak  pada  tahun  2024

sehingga  perlu  adanya  penyusunan  dokumen  rencana

pembangunan  daerah   untuk  mcnjadi   pc.d()man  dalam

penyusunan rcncana kcrja pcmcrintah daerah;

C. bahwa   dalam   rangka   akurasi   penyusunan   Rencana
Strategis     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian

Kabupaten  Cirebon  perlu  membenluk Tim  Penyusunan

Rencana        Strategis        Dinas        Perdagangan        dan

Perindustrian   Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;



d.      bahwa       berdasarkan        perlimbangan        set)agairmi!`tii

dimaksud  dalam  huruf a,  hurur  b,  clan  huruf c,  perlu

menetapkan   Keputusan   Bupali   lenlang  Pembentukan

Tim         Penyusunan         Rencana         Strategis         Dinas

Perdagangan   dan   Pcrinduslrian      Kabupaten   Circbon

Tahun  2025-2026;

Men8in8at I.     Undang-Undang      Nomor     14    Tahun       1950    tenlang

Pembentukan      Daerah-Dacrah       Kabupaten       Dalam

Lingkungan     Pr()pinsi     Dja\\'a     Baral     (Berita     N(`gara

Republik       Indonesia       langgal       8       Aguslus       1950)

sebagaimana    telah    diubah    dengan    Undang-Undang

N()mor 4 Tahun  1968  tcntang  Pembentukan  Kabupalt,`n

Purwakarla  dan  Kabupalcn  Subaiig  tli.ngfin   M(,`nguljiih

Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tcntang

Pembenlukan       Daerah-Dacrah       Kabupaten       dalam

Lingkungan   Propinsi   Djawa   Baral   (Lcmbaran    Ncgai`£\

Republik  Indonesia  Tahun   1968  N()mor  31,  Taml)ahali

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 28`51);

2.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem

Perencanaan  Pembangunan  Nasitjnal  (Lembaran  N(`gara

Republik  Indonesia  Tahun  2004  N()mt]r  1()4,  Tambahan

Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4421);

3.     Undang-Undang     Nomor      17     Tahun     2007     lentang

Rencana     Pembangunan     Jangka     Panj.ang     Nasioml

Tahun       2005-2025       (Lcmbaran        N(`gara       Republik

Indonesia Tahun  2007  N()mt)r 33,  Tambahan  Lembanm

Negara  Republik  Indonesia  N()mor 47()0);

4.     Undang-Undang     Nom()r     25     Tahun     2009     lentang

Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Rcpublik  lndt>nesia

Tahun  2009  Nomor   112,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  N()in(jr  5038);



5.    Undang-Undang    Nomor     12    Tahun    2011     tentang

Pembentukan         Peraturan         Perundang-undangan

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011
Nomor   82,   Tambahan    Lembaran    Negara   Republik

Indonesia   Nomor   5234)    sebagaimana   telah   diubah

beberapa     kali,     terakhir     dengan     Undang-Undang

Nomor  13 Tahun  2022  tentang Perubahan  Kedua Atas

Undang-Undang    Nomor     12    Tahun    2011     tentang

Pembentukan         Peraturan         Perundang-undangan

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2022
Nomor   143,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 6801);

6.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia     Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)

sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023  tentang
Penetapan         Peraturan         Pemerintah         Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta

Kerja    menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara

Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang

Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara

Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 42,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang

Laporan   dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia

Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);



9.    Peraturan    Presiden    Nomor   59   Tahun    2017    lenlang

Pelaksanaan       Pencapaian       Tujuan       Pembangunan

Berkelanjutan   (Lembaran    Negara    Ri`publik   lndt)Iicsia

Tahun  2017  Nomor  136);

10.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nt>mtjr  86  Tahuii  2017

tentang    Tata    Cara    Perenc`anaan,     Pt-`ngenclaliaii    dan

Evaluasi    Pembangunan    Dacrah,   Talci    Cara    Evaluiisi

Rancangan      Peraturan      Dacrah      lcntang      Rencana

Pembangunan   `Jangka   Panjang   Daerah   dan   R(.`ncam

Pembangunan   Jangka   Mentmgah    DficTah    serta   Ta\a

Cara     Perubahan      Rencana      Pembangunan     Jangka

Panjang     Daerah,     Rencana     Pembangunan     `Jangka

Menengah    Daerah,    dan    Rencana    Kerja    Pemerintah

Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2()17

Nom()r   1312);

11.  Peraturan  Menteri  Dalam  Ncj`geri  Nt>mt)r  90  Tahun  2019

tentang     Klasifikasi,      K()dcfikasi,      dan      N()menklalur

Perencanaan    Pembangunan    dan     Kt`uangan     Daerah

(Berita      Ncj`gara      Republik      Indt>nesia      Tahun      2019

Nomor   1447)  junto   Keputusan   Monteri   Dalam   NegL`ri

Nomor        900.1.15.5-1317        Tahun        2023        tentang

Perubahan          Atas          Kepiitusan          Dalam          Negt-`ri

Nomor  050-5889  Tahun  2021   Tentang  Hasil  Verifikasi,

Validasi   dan   lnventarisasi    Pemutakhiran    Klasirikasi,

Kodefikasi,           dan           Nomenklatur           Pcrencanaa n

Pembangunan  dan  Keuangan  Da(`rah;

12.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18 Tahun  2020

tentang  Peraturan  Pelaksanaan   Pcraturan   Pemcrint.ah

N()in()r   13   Tahun   2019   {(`ntang   Lapttran   dan   E\'alu:isi

Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daer€ih   (Berita   Negara

Republik  Indonesia Tahun  2020  N()mt>r  288);



13.  Perat.uran  Menteri  Dalam  Ncj.geri  Nomor  77  Tahun  2020

tentang Pedoman Teknis  Pengcl()1aan  Keuangan  Daerah

(Berita     Negara     Rcpublik      Indonesia     Tahun     2020

Nomor  1781);

14.  Peraluran    Menlcri    Pendayagunaan    Aparalur    Ncgara

dan  Reformasi  Birokrasi  Nomt]r  17 Tahun  2021  tentang

Penyetaraan   Jabatan   Adminislrasi   k`.`   dalam   Jaba[an

Fungsional       (Berita        Negara        Rcpublik        lnd()ncsia

Tahun  2021  Nomor 525);

15.  Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Ncgara

dan  Ref()rmasi  Birokrasi  N()mor 25 Taliun  2021  lenlang

Penyederhanaan    Slruktur   Organisasi    pada    lnslansi

Pemerintah    untuk    Penyedcrhanaan    Bir()krasi    (Bi`ril£`

Negara  Republik  lnd()ncsia  Tahun  2021   Nomor  546);

16.  Perat.uran     Dacrah     Provinsi     `Jawa     Baral     N()mtjr     (j

Tahun         2009         lenlang         Sislem         Perencanaan

Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa  Baral  (Lembaran

Daerah    Provinsi    `Jawa    Bfirat   Tahun    20()9    Nt)mt)r   fi

Seri   E,   Tambahan    Lembaran    Daerah    Pr()vinsi   JavI'a

Barat Nomor 64);

17.   PeraturanDaerahprovinsi      LJawa      Barat      N(]m()r      9

Tahun   2008   tentang   Rc`neana   Pembangunan   LJangka

Panjang  Daerah  Provinsi  `Jawa  Barat  'l`ahun  2005-2(L2`F>

(Lembaran   Daerah   Pr()vinsi   Jawa   Barat  Tahun   2008
N()mor   8)   sebagaimana   lelah   diubah   bebcrapa   kali,

terakhir  dengan  Peraluran  Dat`rah  Provinsi  `Jawa  Bar.all

N()mor   7   Tahun   2019   tentang   Pcrut):`han   Keclu€`   At€is

PeraturanDaerahprovinsi     Jawa      Barat      Ntimt]r     9

Tahun   2008   tentang   Rencana   Pcmbangunan  Jangka

Panjang  Daerah  Provinsi  Jau'a  Barat  Tahun  2005-20_)5

(Lembaran   Daerah   Prt]vinsi   Jawa   Barat  Tahun   2019

Nomor 7);



18.   Peraturan       Daerah  Kabupatencirebon     Nomor     14

Tahun  2009  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah  Kabupaten  Cirebon Tahun  2005-2025

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon  Tahun   2009
Nomor  14);

19.   Peraturan       Daerah  Kabupatencirebon     Nomor     12

Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan    Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Lembaran
Daerah   Kabupaten   Cirebon  Tahun   2016   Nomor   12)

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor    1   Tahun   2021    tentang

Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor   12   Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan

Susunan     Perangkat     Daerah     Kabupaten     Cirebon

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2021
Nomor  1);

20.  Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon     Nomor    5

Tahun 2024  tentang Perubahan Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran  2024  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);

21.  Peraturan    Bupaticirebon    Nomor   148  Tahun    2023

tentang    Tugas,     Fungsi     dan    Tata     Kerja     Dinas
Perdagangan     dan     Perindustrian     (Berita     Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan

KBSATU :    Membentuk  Tim   Penyusunan   Rencana   Strategis  Dinas

Perdagangan    dan    Perindustrian        Kabupaten    Cirebon
Tahun      2025-2026      dengan      Susunan      Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA Tim  Penyusun  Rencana   Slrategis   sebagaimana   ctimaksud

pada  Diktum  KESATU  bc`rtugas:

a.     mengumpulkan    dan    mcng()lah    data    dan    inf()rmasi

terkait:

1)    data sumber daya manusia  pada  Dinas  Pcrdagangim

dan   Perinduslrian       baik   PNS   PPPK   maupun    nt)n

ASN;

2)    data  laporan  keuangan  lahunan  Dinas  Perdagangan

dan   Perindustrian     selama   5   (lima)   t.ahun   tc`rakhir

t.ermasuk  data  asc`l  alau  b€irang  in(jdal }J'ang dimiliki;

3)    data   capaian   kinerja   pelayanan   perangkal   daerah

terutama      realisasi      capaian      indikat()r      Slandar

Pelayanan       Minimal,       data       rcalisasi       indikat()r

SDGs/Tujuan    Pembangunan    Berkclanjulan,    (lLitii

realisasi         indikator         kineija         kunci         urusan

pemerintahan lima lahun lerakhir;
4)    data  dokumen  Renstra  Kemenlerian/Lembaga  .vfing

terkail  tugas   p()k()k  dan   fungsi   Diiias   Perdagimgtin

dan       Perinduslrian,       dala       dokumen       Rcnslra

Dinas      Dinas      Perdagangan      dan      Perinduslrian

Provinsi   Jawa    Barat   T£`hun    2()18-2()23,    d()kumc`n

Rencana   Tat.a   Ruang   Wilayah    h:abupalen   Cirebtjn

Tahun     2018-2038,     data      hasil      KLHS,      RPJMD

Kabupaten Cirebon Tahun  2019-2024.

b.     menginventarisir,        mempclajari       dan        menerapkan

peraturan         perundang-undangan         yang         terkail

perencanaan  pembangunan,  penganggaran  daerah  dan
urusan   pemerintahan  yang   menjadi   tugas   pt)kok   clar\

fungsinya;

C. mempelajari  dan   mengimplcmentasikan   panduan  at{iu

petunjuk  teknis  lerkail  pen.yusunan  dt]kumcn  rc`nc`am

pembangunan  daerah  dan  dokumen  rc`ncana  perangkat

dacrah;



e.

menyusun  agenda  kerj.a  Tim  Penyusun   Renstra  Dinas

Perdagangan dan  Perindustrian  ;

menyusun  Rancangan  aural  RL`nstrd  Dinas  Pcrdagangcm

dan Perindustrian   Tahun 2025-2026;

f.      melaksanakan    F`orum    Organisasi     r't`rangkal     D{ic`r{]h

untuk        membahas        rancangan        Renslra        Dinas

Perdagangan  dan  Perinduslri€in  ;

9.     menyusun        Rancangan        Akhir        Rcnst.ra        Dinas

Perdagangan dan  Perinduslrian   Tahun  2025-2026;

h.    menyampaikan      rancangan      akhir      Rcnslra      Dinas

Perdagangan    dan    Perinduslrian    Tahun    2025-2026

kepada     Kepala     Bappelitbangda     untuk     dilakukan

verifikasi;

i.       memperbaiki        dan        mc`nindaklanjuti        saran        d:`n

rekomendasi            dari            Bappelitbangda            untuk

penyempumaan     rancangan      akhir     Renstra      Dinas
Perdagangan  dan  Perindustrian  TahiHi  2()25-2026;  t]oi

melakukan       pengendalian       pcnyusunan       kebijakan

dokumen         Renstra         Dinas         Perdagangan         dan

Perindustrian  .

KETIGA

KEEMPAT

Tim    Penyusun    menyampaikan    Rencamj    S[ralegis    Dmcis

Perdagangan  dan  Perinduslrian   Tahun  2025-2026  kepada

kepala Bappelitbangda untuk dilakukan  vcrifikasi.

Dalam   hal   hasil   veririkasi   sebagaimana   dimaksud   pada

Diktum  KETIGA  ditemukan  hal  yang  perlu  disempurnakan,

Bappelitbangda    menyampaikan    saran    (lan    rek()in(`ndasi

penyempumaan        rancangan        akhir        R(-`nslra        Din€is

Perdagangan   dan    Perindustrian    ,    maka   Tim    Pc`n\'usun

harus    memperbaiki    dan     menindaklanjLili     rekomc`ndasi

dimaksud.



KELIMA

KEENAM

Segala      biaya      yang      timbul      akibal      ditetapkannya

Keputusan  ini  dibebankan  kepada  Perubahan  Anggaran

Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Kabupalen    Cirebon

Tahun Anggaran 2024.

Keputusan     Bupati     ini     mulai     berlaku     pada     tanggal

ditetapkan.

Ditelapkan di Sumber

pada tanggal         2,3  }tovem,bop  2024

Pj.  BUPATI  CIREB()N,

r=

W

Tembusan:

1.   Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon;

2.    Yth.  Inspektur Kabupaten Cirebon;

3.    Yth.  Para Anggota Tim Penyusun  Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan

Perindustrian   Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.



LAMPIRAN  :  KEPUTUSAN  BUPATI  CIREBON

NOMOR             :  OOO.7.6.1/Kep.  5g®    -DISPERDAGIN/2024

TANGGAL       :20  November  2024

TENTANG        :PEMBENTUKAN      TIM         PENYUSUNAN          RENCANA

STRATEGIS           DINAS           DINAS           PERDA(}ANGAN

DAN      PERINDUSTRIAN            KABUPATEN      CIREBON

TAHUN  2025-2026

SUSUNAN  KEANGGOTAAN  TIM  PENYUSUNAN  RENCAN^  STRATE(`ils
DINAS  PERDAGANGAN  DAN  PERINDUsl`RIAN

KABUPATEN  CIREBON  TAHUN  2025-2026

I.    Pienanggungjawab

11.   Ketua Tim

Ill. Sekretaris I

Sekretaris  11

Kt,`pala  Dinas  Pcrdagangan  (lan  P(,`rindusll`i£Hi

Sekret.aris  Dinas  Perdagangan  dan  Perinduslrian

Perencana Ahli  Muda

Kepala Subbagian  Umum  dan  Kcj`pegawaian

IV.Kelompok Kerja

P()kja I Bidang Perdagangan dan Pengendalian  Barang Pt)kok dan  Pcnting

Koordinator                           :      Kepala   Bidang   Pcrdagangan   cliin   Pc`ngcnd€ilicm

Barang Pokok dan  Penting

Anggota 1.  Analis  Perdagangan  Ahli  Muda
2.  Analis  Perdagangan  Ahli  Perlama
3.  Fasilitator Perdagangan

Pcikja 11  Bidang Metrologi  LL`gal

Kc>ordinator

Arlggota

Kepala Bidang Metrologi  Legal

1.  Penera Ahli  Madya
2.  Penera  Ahli  Muc]a
3.  Penera Ahli  Pcrlama
4.  Pengawas  Kcmelrtjlt)gian  Ahli  Muda
5.  Pengawas  Kemelrol()gian Ahli  Perlama
6.  Pengamat Tera Terampil



Pokja Ill Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

Koordinator                          :      Kepala Bidang sarana dan  pclaku  Distribusi

Anggota                                  :     1.  Analis perdagangan Ahli  Muda
2.  Pengawas Perdagangan Ahli Muda
3.  Pengelola Pasar

Pokja IV Bidang Perindustrian

Koordinator

An8gota

Kepala Bidang Perindustrian

1.  Penyuluh Perindag Ahli Muda
2.  Penyuluh Perindag Ahli Pert,ama
3.  Pembina Industri Ahli Pertama
4.  Pengadministrasi  ldentifikasi dan  Evaluasi

Sentra  Pengolah Produk

Pj.  BUPATI  CIREBON,



i DINAS PERbAGANGAN DAN PERINDUstRIAN
Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 321073

Website : disperdagin.cjrebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M 8 E R -45611

PEN,ERINTAH  KABUPATEN  CIREBON

2esEJ3

Kepada
Dari

Nomor
Tanggal
Lampiran
Perihal

NOTA DINAS

Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon

g%Ba+a4P{7atie,r;L3ELgDaAnG,dwa.nper,ndustr,an

'9    Juli   2024

Usulan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Tahun 2025-2026

Kami    sampaikan    dengan     hormat    bahwa    sehubungan

dengan  djmulainya Rencana Strategjs Dinas 2025-2026.  Dengan lni

Kami  mengajukan  usulan  Tim  Penyusun  Rencana  Strategis  Tahun

2025-2026    Dinas    Perdagangan    dan    Perindustrian    Kabupaten

C.irebon (terlampir) .

Demjkjan   permohonan   kami   atas   perkenan   Bapak,   kami

sampaikan terima kasih.

PRTFH:NAINHNANUs:NRl#AI_INP*_HNH*

DADANG  RAI S.Pd.
Pembina  Utama Muda (lv/c)
NIP.19741120  2000031006


